PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE,RAH
KABUPATEN DEMAK |
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

Menimbang :a. bahwa sesuai dengan arah dan ke'bij'akan umum
APBD, vyang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dengan D‘ev{/an_ Perwakilan
Rakyat Daerah pada tanggal 24 ‘Oktc';pe“r 2005 perlu
disusun Anggaran dan Pendapatan "dan Belanja
Daerah Kabupaten Demak Tahun 'Angga‘ran 2006;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak Tahun Anggaran: 2006 perlu
ditetapkan dengan Peraturan Da‘er'afh' Kabupaten
Demak tentang APBD ; |




Mengingat

3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang

Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985.£éntang Pajak

Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negafa'Nomor 3312) sébagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor -12 Tahun
1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan( Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor.62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3569 );

. Undang-undang Nomor 18 Tahun*'_,l‘997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (' Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU
No 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi
daerah( Lembaran Negara Republik. IndoneSIa Tahun
2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048 ); |

. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanahwdan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor ‘368.8)

. Undang-undang Nomor 28 Tahun' 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme . ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

“Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );




10.

11.

12,

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI No.
4246); ‘

.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92,

- Tambahan Lembaran Negara RI Nomo‘r‘,4310);

.Undang'-Undang‘ Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4355);

: Undang-Undang Nomor 10 Tahun’ 2004 tentang

Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara RI Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun: 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negafa (Lembaran Negara RI Tahun-2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4400); T

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI




